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2perusahaan pengembang perumahaan sudah bisa mengadakan transaksi

terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi

, yang selanjutnya dikenal dengan PPJB. Pembuatan PPJB harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam sengketa Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman sebagaimana dimaksud
dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK, dapat diketahui bahwa
masing-masing pihak memiliki prestasi yang belum dipenuhi, dimana pembeli tidak melunasi kewajibannya
untuk membayar lunas pembangunan yang telah selesai dibangun oleh developer dan developer yang tidak
memenuhi persyaratan melakukan PPJB karena belum memiliki IMB. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas sumber bahan hukum primer yang berupa aturan
perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah dan bahan hukum sekunder yang merupakan
jurnal, buku, dan sumber lain yang terkait dengan rumusan masalah. Sumber hukum tersebut nantinya
dikumpulkan dan diinvestarisir setelah selanjutnya di lakukan analisa. Konsep jual-beli unit perumahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa
unit perumahan dapat dipasarkan dan dilakukan penjualan saat sedang dalam proses pembangunan
melalui sistem PPJB. Begitu juga perjanjian antara developer Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman dan
pembeli juga merupakan bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Apabila salah satu pihak tidak
melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Sebelum melaksanakan
PPJB, alangkah baiknya masing-masing pihak secara terbuka, terkait hal-hal apa saja yang perlu
dipersiapkan, termasuk bagi developer agar mematuhi persyaratan khusus dalam melakukan pemasaran
melalui sistem PPJB yang kemudian PPJB tersebut dilakukan di hadapan Notaris, agar para pihak
memahami eksistensi dan Notaris dapat menjelaskan secara sistem hukum agar PPJB tersebut terlaksana
sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kata Kunci: PPJB, Pengembang Perumahan, Wanprestasi vii
ABSTRACT In today's increasingly complex trade, housing development companies can make transactions
before the building is finished, which is hereinafter known as PPJB. The making of PPJB must be in
accordance with the applicable laws and regulations. In the Griya Sidomoyo Asri Sleman Housing dispute as
referred to in the Yogyakarta High Court Decision Number 122 / PDT / 2017 / PT YYK, it can be seen that
each party has unfulfilled achievements, where the buyer does not pay off his obligation to pay in full the
construction that has been completed. by developers and developers who do not meet the requirements to
conduct PPJB because they do not have an IMB. The method used Normative is the statutory approach
method and the case approach. By using this method, it is found that every home sale and purchase
marketing through PPJB must meet the requirements stipulated by legislation. On the other hand, in the
aquo decision, even though the KPR is rejected by the bank, the buyer is still obliged to fulfill his
performance to pay in full the aquo object. The concept of buying and selling housing units as referred to in
Article 42 of Law no. 1 of 2011, which basically determines that housing units can be marketed and sold
while they are under construction through the PPJB system. Likewise, the agreement between the
developer of Griya Sidomoyo Asri Sleman Housing and the buyer is also a form of Agreement of Sale and
Purchase Agreement (PPJB) and if one of the parties does not carry out its obligations, it can be said to
have defaulted. Before implementing the PPJB, it would be nice for each party to be open, regarding what
matters need to be prepared, including for developers to comply with the special requirements in marketing
through the PPJB system, which is then carried out in the presence of a Notary Public, so that the parties
understand the existence of and the Notary can explain in a legal system so that the PPJB is carried out in
accordance with the applicable legal corridors. Keywords: PPJB, Housing Developers, Default DAFTAR ISI
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dan Perumusan Masalah

4Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis semakin meningkat termasuk di

dalam maupun di luar negeri. Dengan perkembangan demikian, pengusaha-

pengusaha tentu memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan bisnis

yang dikelola dengan baik. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh dunia

bisnis. Mereka yang meiihat kesempatan ini mulai membangun perusahaan-

perusahaan perumahan yang memberikan tawaran atas rumah yang

diinginkan masyarakat. Pengadaan perumahan ini dapat dinikmati oleh kelas

ekonomi masyarakat dari kalangan bawah sampai strata elite

.1

4Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan perumahan

rakyat. Dalam prosesnya, kegiatan pembangunan perumahan ini dilakukan

oleh pemerintah, pihak swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan

perumahan. Pihak swasta yang bergerak dalam membangun dan menjual

perumahan disebut sebagai Pengembang atau ''developer

". Keberadaan Perusahaan Pembangunan Perumahan oleh Developer di era saat ini semakin dibutuhkan.
Hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan salah satu kebutuhan primer manusia di samping kebutuhan
sandang dan 1

4RA Sukma "USU Institusional Repository" diakses dari

http://reposito!7.usu.ac.id/bitstream/123456789/44231/4/ChapteT*/o20I.pdf.

pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 20.00

. 1 2 pangan, yaitu kebutuhan akan papan (tempat tinggal). Tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan
primer manusia sepanjang hidupnya. Perumahan yang dibangun oleh developer menjadi salah satu
alternatif yang dapat dipilih. Perumahan saat ini telah menjadi kebutuhan yang terus dicari oleh masyarakat,
sehingga kebutuhan akan perumahan selalu meningkat seirama dengan dinamika kependudukan dan
tuntutan-tuntutan ekonomi, sosial dan budaya yang terus berkembang.2 Kegiatan masyarakat, terutama
dalam bidang bisnis, selalu didahului dengan pembuatan perjanjian. Setelah isinya disepakati maka
perjanjian ini akan mengikat para pihak. Artinya, para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka
sepakati dan tuangkan dalam perjanjian itu sebab kesepakatan di antara mereka itu telah menimbulkan
akibat hukum di antara keduanya. Adapun secara teoritis tahapan dalam penyusunan perjanjian menurut
van Dunne dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu tahap penyusunan perjanjian (pre contractual fase), tahap
pelaksanaan isi perjanjian (contractual fase), dan tahap setelah kontak dilaksanakan (post-contractuele
fase).3 Konsumen tidak lagi menuntut barang dan/ atau jasa harus sudah tersedia, misalnya perusahaan
pengembang (developer) perumahaan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum
bangunannya jadi.4 Padahal dalam pasal 9 ayat (1) huruf Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 2
Chandra Dewi Puspitasari, Tanggung Jawab Developer Untuk Menanggung Cacat Tersembunyi Dalam
Perjanjian Jual Beli Rumah Perumahan, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 12, No. 2, Oktober 2007, h.1. 3
Salim H.S, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),Sinar Grafika, Jakarta, h.161. 4

2Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cet III,

Sinar Grafika, Jakarta, h
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2tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang menawarkan,

memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak

benar, dan/atau seolah-olah barang dan atau jasa tersebut tersedia

”. Tata cara periklanan Indonesia, dikatakan bahwa periklanan merupakan salah satu sarana dalam
pemasaran dan sarana penerangan, yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa
Indonesia. Sehubungan dengan itu :5 1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan
dengan hukum yang berlaku 2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat,
agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. 3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang
sehat. Dengan demikian dalam sistem hukum di Indonesia, asas itikad baik semakin berkembang karena
kini kegiatan bsinis perumahan atau property didominasi oleh developer yang melakukan pemasaran
melalui brosus. Apabila ada calon pembeli yang tertarik dengan rumah yang ditawarkan melalui brosur atau
iklan, maka sebelum perjanjian jual beli yang oleh undang-undang harus disusun menggunakan akta
notarial berupa Akta Jual Beli (AJB), para pihak membuat perjanjian di bawah tangan yang kemudian
dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). 5 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum
Tentang Perlnidungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.42 4 Sebagaimana dijelaskan
diatas bahwa maraknya kegiatan bisnis khususnya penjualan rumah yang masih dalam proses
pembangunan menyebabkan adanya pembelian secara pesan lebih dahulu dengan menggunakan
perjanjian pengikatan jual beli, baik yang dibuat di hadapan notaris maupun yang dibuat di bawah tangan.
Hasil kesepakatan dalam perjanjian jual beli pendahuluan tersebut nantinya akan dituangkan dalam akta
jual beli rumah yang selanjutnya dapat dissebut AJB. Pengertian mengenai perjanjian pendahuluan tidak
diatur di dalam Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut BW, akan tetapi terdapat dalam Pasal 42 ayat
(1) Undang- Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan
bahwa: “Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses
pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang- Undangan”. Perjanjian pendahuluan khususnya dalam jual beli rumah yang masih
dalam proses pembangunan ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJB).
Pembuatan PPJB harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.
Dalam konsiderannya, bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan mengenai perjanjian pengikatan jual beli
satuan rumah susun berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 5
Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Perjanjian ini merupakan
bentuk perjanjian pendahuluan yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa dalam jual beli dengan
pembayaran angsuran. Prinsip yang terpenting adalah perjanjian tersebut berisi klausula- klausula yang
diperlukan sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan para pihak, serta hak-hak dan kewajiban (prestasi)
yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.6 Di

4dalam praktek perjanjian, pengembangannya dilaksanakan ke dalam suatu

bentuk kontrak. Pada dasamya suatu bentuk kontrak berawal dari suatu

perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan

hubungan kontraktual tersebut umumnya senantiasa diawali dengan proses

negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak

4berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling

mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses

tawar menawar.7 Kendati demikian

terdapat persyaratan bagi developer yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pengiklanan,
sebagaimana yang diatur

7dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/Prt/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian

Pendahuluan Jual Beli Rumah

, yang menentukan bahwa: 6 Shinta Christie, 2012, Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai
Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran, Universitas Indonesia, Jakarta, h.5. 7

4Agus Yudha Hemoko, 2008, Hukum Perjanjian "Asas Proposionalitas dalam

Kontrak Komersiai", Litbang Mediatama, Surabaya

, h.

111. 6 “PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan

kepastian atas: a) status kepemilikan tanah; b) hal yang diperjanjikan; c)

kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan;

d) ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan e) keterbangunan

paling sedikit 20% (dua puluh persen

).”

4Namun demikian, dalam proses pembangunan pengembang kerap kali

melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut disebut dengan wanprestasi.

Misalnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah tidak sesuai

dengan harga rumah yang dijual, menggunakan bahan-bahan yang tidak

berkualitas hal ini pun dapat merugikan konsumen. Hal-hal tersebut diatas

pada akhimya melahirkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8

Tahun 1999. Untuk wanprestasi tersebut konsumen dapat memberikan

tuntutan kepada pengembang

baik mellaui litigasi maupun non litigasi. Menurut hukum perlindungan konsumen selaku pembeli

4dapat memilih tuntutan sebagai berikut8: 1. Pemenuhan perjanjian 2.

Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi 3. Ganti rugi 4. Pembatalan

perjanjian 5. Pembatalan disertai ganti rugi

Pengikatan perjanjian jual beli atau PPJB yang melahirkan perikatan akan

3menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dan mendapat

8

4Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, cet ke-XXI, Intermasa, Jakarta, h. 53

. 7

3pengaturan dan memperoleh perlindungan hukum, seseorang harus

memenuhi dan melaksanakan perikatan tersebut, apabila seseorang tidak

memenuhi perikatan

tersebut,

3maka orang tersebut dapat dituntut secara hukum. Artinya pihak yang

melanggar perikatan dapat diminta untuk memenuhi perikatan dalam arti

melaksanakan kewajiban hukum yang lahir dari perikatan tersebut secara

paksa

.9 Sebagai contoh dan fokus pada penulisan skripsi ini ialah sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 122/PDT/2017/PT YYK., yang terjadi di Sleman
Yogyakarta, dimana pembeli dalam hal ini sudah pesan untuk dibangunkan rumah pada developer
Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman. Dalam PPJB antara Rania Melani selaku
Pembeli/Penggugat/Pembanding dan Wahyu Wibowo Febriyanto selaku Developer/Tergugat/Terbanding,
diperjanjikan bahwa dalam 6 (enam) bulan, unit rumah yang dipesan akan diselesaikan oleh developer.
Perjanjian sudah disahkan dengan pembeli membayarkan sejumlah uang untuk uang muka, namun hingga
23 bulan bangunan rumah tidak mampu diselesaikan oleh pihak developer. Selain itu Rania Melani selaku
Pembeli/ Penggugat/Pembanding merasa dirugikan karena pengurusan Kredit Pemilikan Rumah tidak bisa
diteruskan karena developer belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan atas Perumahan Griya Sidomoyo
Asri Sleman sehingga melakukan Rania Melani 9 M. Khoidin, 2020, Tanggung Gugat dalam Hukum
Perdata, Laksbang Justitia, Yogyakarta, h 7. 8 selaku Pembeli/Penggugat/Pembanding gugatan ke
Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembangunan Perumahan Yang Tidak Sesuai
Dengan Pengikatan Perjanjian Jual Beli Antara Developer Dan Pembeli (Studi kasus Putusan Pengadilan
Tinngi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK)”. Oleh karena itu, penulis dapat merumuskan bahwa
terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini,
yaitu: 1. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian antara developer dan pembeli dalam kasus Perumahan
Griya Sidomoyo Asri Sleman? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa developer yang wanprestasi pada
pembangunan Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman? B. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan
menganalisa kekuatan mengikat perjanjian antara developer dan pembeli dalam kasus perumahan Griya
Sidomoyo Asri Sleman 2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa developer yang
wanprestasi pada pembangunan Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman C. Manfaat Penelitian 1.

6Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan

pikiran bagi para akademisi, juga sebagai wacana yang baru dibidang

Hukum Perikatan, khususnya perjanjian dan PPJB. Serta menambah 9

kepustakaan penelitian mengenai Hukum Perikatan, baik di luar ataupun

didalam lingkungan Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya.

72. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat

6memberikan konstribusi aktif dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi,

baik itu pengacara atau Notaris, juga penegak hukum yang bergerak,

khususnya dalam Hukum

Perikatan. D. Kerangka Konseptual D.1. Perjanjian Jual-Beli Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan
perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan
yang diucapkan atau ditulis.10 Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa
perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Perjanjian adalah sumber
perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua
pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan
persetujuan) itu adalah sama artinya.11 10 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1.
11 Ibid. 10 Bahwa perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, tentunya para pihak berkeinginan agar
dari perjanjian yang mereka buat yang ujungnya bakal melahirkan sebuah perikatan, diharapkan supaya
perikatan yang lahir itu dapat diterima dalam konstelasi hukum. Asumsinya, manakala dari perikatan yang
bersangkutan ada pihak yang menderita rugi dan yang bersangkutan berkehendak melakukan upaya
pemulihan, hukum bersedia membantunya sesuai prosedur yang tersedia. Upaya hukum itu misalnya pihak
yang menderita rugi lalu mengajukan gugat ke pengadilan, dan pihak pengadilan tentu akan membantunya
dengan menyidangkan perkaranya sampai kerugian yang dialami itu tertutup. Ini memang sangat
dimungkinkan akibat hadirnya Pasal 1131 BW yang potensial mendukung pemulihan kerugian tersebut,
kalau pihak yang mengakibatkan munculnya kerugian itu dipihak mau secara suka rela memenuhi
kewajibannya.12 Perjanjian sebagai sumber perikatan, menandakan bahwa ada unsur prestasi yang
menjadi intinya, menginat obyek perikatan itu sendiri adalah prestasi. Jenis dan ragam prestasi dalam
kehidupan rriil, sangatlah banyak dan beraneka. Kendati demikian, berdasar Pasal 1234 BW ditegaskan
tentang ujud prestasi ternyata ada tiga, yakni:13 1. Memberikan sesuatu; 2. Berbuat sesuatu; 3. Tidak
berbuat sesuatu. 12

1Moch. Isnaeni, 2015, Perjanjian Jual Beli, PT. Revka Petra Media

, Surabaya, h. 6-7 13 Ibid., h. 8 11 Prestasi sebagai obyek perikatan, harus dipenuhi atau dibayar, dan ini
jelas merupakan suatu kewajiban yang sejak semula dipikulkan sendiri oleh para pihak di bahunya dalam
ujud-ujud janji yang diikrarkan.14 Mengenai definisi dari jual beli, disebutkan dalam Pasal 1457 BW,

12yaitu jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk

membayar harga yang dijanjikan. Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik

atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah

dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual),

menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan,

sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah

disetujuinya.15 Jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah

dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai

kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli

mengenai unsur-unsur yang pokok (esenselia) yaitu barang dan harga,

biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak.16 Mengenai sifat

perjanjian ini diatur dalam ketentuan Pasal 1458 BW yang menyebutkan

bahwa jual-beli telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera

setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut

beserta harganya, meskipun barang itu belum, diserahkan dan harganya

belum dibayar

. 14 Ibid., h. 9 15 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233
sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, h.74. 16 Ibid., h. 80. 12 Dengan persetujuan jual beli atau tukar
menukar barang saja, belumlah beralih hak milik atas barang itu. Diperlukan adanya penyerahan barangnya
(levering). Penyerahan barang tersebut disebut juga dengan zakelijkeovereenkomst (persetujuan yang
bersifat perbendaan), sedangkan persetujuan jual beli atau tukar menukar dinamakan obligatoire
overeenkomst (persetujuan yang hanya menciptakan suatu perikatan).17 Dalam kasus yang diangkat oleh
penulis, bahwa antara pembeli dan developer sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan,
yang tidak lain merupakan konsep yang sama dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sehingga untuk
selanjutnya dapat dipahami bahwa Perjanjian Jual Beli yang dimaksud dalam kasus ini adalah sama halnya
dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. D.2. Developer Istilah developer berasal dari bahasa asing yang
menurut kamus bahasa inggris artinya adalah pembangun perumahan. Sementara itu menurut Pasal 5 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974, disebutkan pengertian Perusahaan
Pembangunan Perumahan yang dapat pula masuk dalam pengertian developer yaitu : “Perusahaan
Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan
perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan
suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan
fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya”. 17 Wirjono Prodjodikoro, 2011,
Asas-Asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 165. 13 D.3.

10Wanprestasi Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”,

yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah

ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang

timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti

kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam

perjanjian.18 Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak

tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak

dilaksanakan sama sekali

.19

10Wanprestasi (atau ingkar janji) berhubungan erat dengan adanya perkaitan

atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai

Pasal 1338 BW sampai dengan Pasal 1431 BW maupun perjanjian yang

bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 BW sampai

dengan Pasal 1380 BW.20 Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut

Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak

memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3)

terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian

dilarang untuk dilakukan

.21 18 Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, h. 60. 19 Ibid
20 R. Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, h. 59. 21 Ahmadi
Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, h. 74. 14 E. Metode
Penelitian E.1. Tipologi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau disebut juga penelitian
hukum kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum yang ada. E. 2. Metode Pendekatan

6Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case

approach). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi

ini akan mengacu pada Undang-Undang

dan pada kasus Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman, sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK. E.3. Sumber Bahan Hukum E. 3.1. Sumber

6Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan

skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa

peraturan perundang-undangan

, yaitu :

61. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 Nomor 23; 2. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) 15 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-
Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790) 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043) 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777) E.

63.2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diperoleh dari

literatur, teks ilmiah khususnya tentang PPJB dan Penyelesaian Sengketa

Wanprestasi tulisan hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal dan

makalah-makalah, serta penelitian- penelitian hukum untuk mengetahui isu-

isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis masih mempunyai kaitan erat

dengan pokok masalah dalam penelitian ini

. E.

64. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Ada beberapa cara

9dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan

hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta di interprestasi, untuk

selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna

menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan

sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan

hukum tersebut 16 lalu dilakukan pengelolahan serta analisa, dan hasilnya

disajikan secara argumentatif. E.5. Analisa Bahan Hukum Analisa yang

dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari

norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu

diinterprestasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan

dengan permasalahan dalam penelitian ini

.

9F. Pertanggungjawaban Sistematika Sesuai dengan jumlah permasalahan

dalam Skripsi ini, maka Skripsi ini akan berisi IV BAB. Bab I sebagai awal

penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-

hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum,

pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, kerangka konseptual,

dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sitematika. Bab II merupakan

uraian terhadap permasalahan pertama, didalam Bab ini akan membahas

mengenai

kekuatan mengikat perjanjian antara developer dan pembeli dalam kasus perumahan Griya Sidomoyo Asri
Sleman.

6Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, didalam Bab ini

akan dibahas mengenai

penyelesaian sengketa antara developer dan pembeli pada pembangunan Perumahan Griya Sidomoyo Asri
Sleman. 17

6Bab IV adalah penutup, didalam Bab ini berisikan kesimpulan dari

penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang

ada

. BAB II KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ANTARA DEVELOPER DAN PEMBELI DALAM KASUS
PERUMAHAN GRIYA SIDOMOYO ASRI SLEMAN A. Kontruksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam

2Kegiatan Usaha Bisnis Perumahan di Indonesia Bisnis perumahan adalah

kegiatan pertukaran barang, jasa atau uang yang berkaitan dengan lahan

dan bangunan hunian. Secara umum jenis investasi dibidang properti dapat

dikategorikan dalam beberapa jenis, antara lain adalah lahan (tanah), hunian

(residensial), serta jenis bangunan untuk perdagangan (komersial

). 22

2Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Permukiman menyatakan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman

diselenggarakan untuk; a. Memberikan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; b. Mendukung

penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang

proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian

22

2Eko Budiharjo, 1998, Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan dan

Perkotaan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 12. 18 19 dan

2kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR; c. Meningkatkan daya guna

dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan

tetap d. Memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan

perkotaan maupun kawasan perdesaan; e. Memberdayakan para pemangku

kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; f.

Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan g.

Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan

berkelanjutan

.

2Mengenai hubungan pelaku usaha dan konsumen kedua belah pihak

memiliki hak dan kewajiban, khususnya telah diatur dalam Pasal 129 dan 130

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman, dimana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman, setiap orang berhak: a. menempati, menikmati, dan/atau

memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi, dan teratur; b. melakukan pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman; c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 20 d. memperoleh

manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; e.

memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara

langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman; dan f. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan

masyarakat. Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,

setiap orang wajib: a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan

kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman; b. turut mencegah

terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang

merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau

kepentingan umum; c. menjaga dan memelihara prasarana lingkungan,

sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan

kawasan permukiman; dan d. mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman

. Sehubungan dengan hubungan antara developer dan pembeli, kontrak jual-beli unit perumahan
merupakan salah satu bentuk pengalihan hak yang akan menjadi dasar hubungan hukum antara developer
dan pembeli. 21 Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap unit rumah yang
dibangun oleh developer dapat dilakukan pemasaran dan jual-beli melalui iklan atau brosur, yaitu dengan
cara penandatangan PPJB. Adapun sebelum memasuki konsep PPJB dalam studi Hukum Kontrak pada
umumnya perlu melihat kontrak sebagai suatu proses, dimana terdapat tiga tahap dalam proses kontrak,
yakni: pre-contractual fase (pra kontrak), contract (penandatanganan), dan post-contractual fase (pasca
kontrak).23 Pemahaman terhadap proses ini penting karena prinsip ini dan norma hukum yang berlaku bagi
masing-masing tahapan berbeda satu dengan yang lain.24 Dengan pemahaman ini seorang jurist akan
lebih mudah dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum khususnya sengketa kontrak dan terhindar dari
kekeliruan. Pada tahap pra-kontrak para pihak pada umumnya melakukan perundingan (negosiasi) dalam
rangka mencapai suatu kesepakatan. Pada tahap ini apa yang dilakukan para pihak adalah melakukan
perundingan tentang pokok kesepakatan. Jika kontrak dituangkan secara tertulis maka objek perjanjian
berikut syarat dan kondisi (terms and conditions) merupakan objek perundingan. Manakala tercapai
kesepakatan tentang pokok perjanjian berikut syarat dan kondisinya maka dalam tahap kontrak
(penandatangan), aspek kewenangan (beveoegheid) menjadi penting. Hal ini terkait dengan tanggung 23 Y.
Sogar Simamora; Karakteristik Pactum de Contrahendo; dalam R. Soetojo Prawirohamidjojo, et.al, 2009,
Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Lutfansah Media Tama, Surabaya, h. 115. 24 Ibid.
22 gugat dalam pelaksanaan kontrak. Pada tahap pelaksanaan (pasca-kontrak) masing-masing pihak
(kontraktan) terikat untuk memenuhi kewajibannya masing-masing.25 Pada tahap ini suatu negosiasi dapat
mencapai kesepakatan tuntas dalam arti dengan kesepakatan ini para pihak kemudian mengikatkan diri ke
dalam suatu kontrak. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan apa yang disepakati para pihak
merupakan kesepakatan pendahuluan atau Pactum de Contrahendo.26

7Pactum de Contrahendo merupakan perjanjian yang digunakan sebagai

pendahuluan untuk mengadakan perjanjian lain yang lebih pasti

. Dalam berbagai literatur hukum kontrak, kesepakatan seperti ini disebut juga premilinary agreement atau
voorovereenkomst.

7Jenis perjanjian yang sudah merupakan kelaziman dalam praktek bisnis ini

biasanya dibuat oleh para pihak setelah mereka melakukan negosiasi tapi

belum sampai pada momen penutupan kontrak

.27

7Di Indonesia landasan hukum yang digunakan dalam praktik penggunaan

Pactum de Contrahendo bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak. Dasar

hukum yang digunakan adalah Pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) BW. Esensi Pactum

de Contrahendo adalah kesepakatan untuk membuat perjanjian

.28

7Dengan demikian apa yang disepakati dalam perjanjian pendahuluan belum

merupakan perjanjian yang sesungguhnya. Apa yang dituangkan di

dalamnya belum secara rinci mengatur hak dan kewajiban bagi

25 Ibid. 26 Ibid., h. 115-116. 27 Ibid., h, 116. 28 Ibid. 23

7para pihak melainkan baru menentukan pokok-pokoknya saja. Rincian lebih

lanjut dari perjanjian pendahuluan itu akan dituangkan ke dalam perjanjian

tertentu sesuai dengan kesepaktan mereka, misalnya jual beli, sewa menyewa,

atau joint venture

. Jenis perjanjian yang kompleks dan realisasinya memerlukan waktu yang cukup lama untuk
mempersiapkannya lazim diawali dengan Pactum de Contrahendo ini.29 Pactum de Contrahendo sebagai
perjanjian pendahuluan,

13yaitu suatu perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk

terjadinya suatu perjanjian baru/pokok yang merupakan tujuan dari para

pihak, misalnya, perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian bantuan yang

dibuat untuk memperkuat perjanjian pokok dapat di lihat pada perjanjian

pembebanan Hak Tanggungan, Gadai, Borgotcht, dan Fidusia

. Dengan demikian, perjanjian pengikatan jual beli

13tidak lain adalah suatu perjanjian obligatoir dengan tidak mengurangi, baik

unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, maupun asas-asas hukum

perjanjian

.30 Menurut Herlien Budiono, PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian
pendahuluan dan bentuknya bebas.31 Perjanjian bantuan berfungsi dan mempunyai tujuan untuk
mempersiapkan, menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu hubungan
hukum.32 Pada umumnya suatu PPJB mengandung janji-janji yang harus 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Herlien
Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.
270. 32 Ibid., h. 269. 24

13dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum

dapat dilakukannya perjanjian

13pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak.33 Persyaratan

tersebut tentunya dapat bersifat macam-macam. Sebagaimana kita ketahui,

untuk terjadinya jual beli tanah hak di hadapan PPAT harus telah dilunasi

harga jual belinya. Mungkin pula adanya keadaan di mana penjual yang

sertifikat tanah haknya sedang dalam penyelesaian balik namanya pada kantor

Badan Pertanahan Nasional, tetapi penjual bermaksud untuk menjual tanah hak

tersebut. Guna mengatasi hal tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian

pengikatan jual beli sebagai suatu perjanjian pendahuluan untuk sementara

menantikan dipenuhinya syarat untuk perjanjian pokoknya, yaitu jual beli di

hadapan PPAT yang berwenang untuk membuatnya

.34 Oleh karena PPJB merupakan perjanjian pendahuluan, maka biasanya di dalam perjanjian tersebut
memuat janji-janji dari para pihak yang mengandung ketentuan-ketentuan manakala syarat-syarat untuk jual
beli di hadapan PPAT. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa bakal penjualnya berhalangan untuk datang
kembali untuk pelaksanaan penandatanganan akta jual belinya. Guna mengatasi hal tersebut maka pembeli
diberi kuasa untuk dapat melakukan jual belinya sendiri, baik mewakili calon penjual maupun diirnya sendiri
selaku calon pembeli di hadapan pejabat yang berwenang. Selain kuasa tersebut, biasanya calon penjual
memberikan pula kewenangan kepada calon pembeli untuk dapat mewakili secara umum hak-hak
kepengurusan 33 Ibid. 34 Ibid. 25 (daden van beheer) atas tanah hak tersebut selama belum dilakukan jual
beli di hadapan pejabat yang dimaksud. Hal tersebut diperlukan mengingat bahwa adanya kemungkinan
calon penjual tidak berada di tempat untuk melakukan tindakan hukum yang masih merupakan
kewajibannya tersebut.35 PPJB dapat dibuat di bawah tangan, namun tidak menutup kemungkinan untuk
dibuat di hadapan Notaris guna

14lebih memberikan kekuatan hukum atau kepastian hukum terhadap

perjanjian yang dibuat dalam pembuktiannya nanti

. Sebelum keluarnya
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Jual Beli Rumah, berbagai peraturan

perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai PPJB, karena pada dasarnya
PPJB merupakan inisiatif kalangan Notaris untuk dibuatkan akta notariilnya, walaupun ada kemungkinan
PPJB dibuat dengan akta di bawah tangan. Hal ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang
muncul dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang tidak dilakukan secara tunai. Selain itu pembuatan
PPJB sebagai upaya untuk memecahkan kompleksitas dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh
para pihak sebelum transaksi jual beli hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.36
Apabila PPJB dibuat di hadapan Notaris, Notaris seyogyanya telah mengantisipasi keadaan itu dengan
memberikan kuasa-kuasa yang dimaksud 35 Ibid., h. 270-271. 36 J. Andy Hartanto, 2012, Ringkasan
Disertasi Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Peralihannya Melalui Jual Beli, Fakultas
Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 40. 26 agar bakal pembeli tidak dirugikan haknya mengingat
telah dipenuhi semua persyaratan untuk jual belinya di hadapan pejabat yang berwenang. Kuasa- kuasa
demikian diberikan dengan ketentuan bahwa kuasa mana tidak dapat dicabut kembali, kuasa mana baru
berlaku apabila syarat tangguh atas jual belinya telah dipenuhi.37 PPJB melahirkan hak dan kewajiban

14bagi para pihak yang memperjanjikannya untuk saling memenuhi prestasinya,

hanya saja perikatan tersebut masih digantungkan dengan suatu syarat

tertentu yang

menjadi faktor penentu pemenuhannya. Dalam konsep hukum dikenal sebagai syarat tangguh atau syarat
tunda.38 Syarat tangguh atau syarat tunda yang dimaksud yaitu jika nantinya

14syarat-syarat untuk dilakukannya akta jual beli tidak terpenuhi, maka

perjanjian pengikatan jual beli

14menjadi batal, begitu pula apabila sebaiknya terpenuhi maka akta jual beli

dapat dilaksanakan

. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi bukan syaratnya yang menjadi batal tetapi perikatannya yang
menjadi batal dal hal ini perjanjian pengikatan jual belinya yang menjadi batal. Selain janji-janji dalam
perjanjian jual beli juga dicantumkan tentang hak memberikan kuasa kepada pihak pembeli. Klausula dalam
perjanjian pokok merupakan hal-hal yang pokok di perjanjikan dalam perjanjian tersebut yang tertuang
sebagai klausul dalam perjanjian. Klausul ini sendiri terakomodasi dalam Pasal-Pasal. Salah satu klausul
adalah pemberian kuasa yang berisi kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak tidak diatur dalam BW, namun
diakui dalam 37 Ibid. 38 Ibid., h. 41. 27 lalu lintas bisnis di masyarakat yang oleh beberapa putusan Hakim
dipandang sebagai penemuan hukum. Pemberian kuasa mutlak adalah suatu perikatan yang muncul dari
perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 BW, yang mengakui adanya kebebasan berkontrak, dengan
pembatasan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus
dilandasi dengan itikad baik. Pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pemberian kuasa umum
dan pemberian kuasa khusus. Pemberian kuasa dalam PPJB terjadi apabila pihak penjual berhalangan
untuk hadir dalam melakukan penandatanganan akta jual beli di hadapan PPAT.39 Sehingga dalam hal ini
dapat dipahami dalam in case, Perjanjian Jual Beli yang dibuat di bawah tangan antara developer dan
pembeli pada sengketa Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman adalah merupakan perjanjian
pendahuluan atau PPJB sebagaimana konsep PPJB yang diuraikan diatas. Berdasarkan pembahasan
diatas, dapat dipahami bahwa PPJB adalah kesepakatan pendahuluan atau Pactum de Contrahendo. Jenis
perjanjian

7ini biasanya dibuat oleh para pihak setelah mereka melakukan negosiasi

tapi belum sampai pada momen penutupan kontrak

. Pactum de Contrahendo dilakukan atas dasar prinsip kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1320 jo. 1338
ayat (1) BW. Suatu PPJB berisi janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pihak sebelum
dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir para pihak. Dengan adanya PPJB ini
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang
tidak 39 Ibid, h. 42. 28 dilakukan secara tunai dan memecahkan kompleksitas dan rumitnya persyaratan
yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum transaksi jual beli hak atas tanah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. B. Eksistensi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli antara Developer dan Pembeli
Pada Sengketa Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara antara
Developer dan Pembeli sebagaimana dimaksud dalam sengketa Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman
merupakan perjanjian pendahuluan yang dibuat di bawah tangan atau yang untuk selanjutnya juga disebut

14PPJB, yang mana isinya sudah mengatur tentang jual beli unit perumahan,

namun formatnya sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian

yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian bersyarat sebelum

dilakukannya Akta Jual Beli

yang dibuat oleh PPAT. Mengenai ketentuan persyaratan mengenai pembuatan PPJB, mulanya dapat
ditinjau melalui Pasal 42 UU

4Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang

menentukan bahwa

8Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam

tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian

pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dan Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud

dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: status pemilikan

tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan induk,

ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dan keterbangunan

perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). 29 Selanjutnya sebagai

perbandingan mengenai

ketentuan persyaratan mengenai pembuatan PPJB, mulanya dapat ditinjau melalui Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang menentukan bahwa Proses jual beli sarusun
sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris
dan PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas
status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum,
keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan hal yang diperjanjikan. Lebih lanjut ketentuan
dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa PPJB

8didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

. Sehingga apabila mendasar pada Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No.
11/SKPTS/1988 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, PPJB dapat dibuat di bawah
tangan sekurang-kurangnya mencantumkan40: a. Nomor dan/atau nomor bangunan dan satuan rumah
susun yang dipesan; b. Nomor lantai dan tipe satuan rumah susun; c. Luas satuan rumah susun; d. Harga
jual satuan rumah susun; e. Ketentuan pembayaran uang muka spesifikasi bangunan; f. Tanggal selesainya
pembangunan rumah susun; 40 J. Andy Hartanto, Op. Cit, h. 42. 30 g. Ketentuan mengenai persyaratan
dan persetujuan untuk menerima persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan serta menandatangani
dokumen yang dipersiapkan oleh developer. Lebih lanjut apabila PPJB Satuan Rumah Susun tersebut
dibuat dalam bentuk akta notaris, maka secara umum lazim dicantumkan klausula sebagai berikut:41 a)
Klausul mengenai obyek dan hak atas tanah satuan rumah susun yang dijual dan bukti kepemilikannya; b)
Klausul harga dan tata cara pembayaran; c) Klausul janji developer untuk menjual kepada calon pembeli; d)
Klausul jaminan dari developer bahwa obyek dan hak atas tanah sarusun tersebut benar-benar miliknya dan
tidak sedang dalam jaminan, sengketa, sitaan, dll; e) Klausula yang menyatakan bahwa obyek dan hak atas
tanah sarusun tidak berhak melakukan tindakan hukum yang berkaitan obyek dan hak atas tanah sarusun
tersebut dan keuntungan, kerugian, termasuk resiko yang timbul dari tanah tersebut sejak tanggal
penandatangan perjanjian ikatan jual beli mnjadi milik calon pembeli; f) Klausul kewajiban-kewajiban yang
lain; g) Klausul pemberian kuasa kepada calom pembeli untuk menjual atau menyewakan maupun
melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas tanah tersebut dengan mengenyampingkan Pasal
1813 BW; 41 Ibid., h. 43-44. 31 h) Klausul yang menegaskan bahwa perjanjian ikatan jual beli tersebut tidak
akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak; i) Klausul domisili hukum; j) Klausul pilihan
penyelesaian sengketa; k) Klausul domisil; l) Klausul addendum. Lebih lanjut dalam perkembangannya
diketahui bahwa dalam bisnis perumahan, terdapat persyaratan khusus bagi developer pembangunan
perumahan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sejak melakukan pengiklanan dan sampai pada pembuatan
PPJB, dimana
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Beli Rumah, menentukan pokok-pokok PPJB dalam jual beli

perumahan, sebagaiman diatur dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi : Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku
pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat
dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses
pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. Bahwa lebih
lanjut para pihak yang akan melakukan PPJB didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
Rumah, juga diatur dalam Pasal 10, yang pada pokoknya Para pihak sebelum melakukan 32
penandatanganan

11PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan

kepastian atas: status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan,

kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan,

ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dan keterbangunan

paling sedikit 20% (dua puluh persen

). Adapun hal-hal yang dimuat dalam membuat PPJB antara para pihak minimal harus mencamtumkan
paling sedikit terdiri atas: Kondisi Rumah; prasarana, sarana, penjelasan kepada calon pembeli mengenai
materi muatan PPJB; dan; status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan. Bahwa dalam pasal
Pasal 12
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Jual Beli Rumah

lebih banyak menerangkan tentang hak- hak calon pembeli sebelum melakukan penandatanganan PPJB
yaiut dengan diberikan kesempatan untuk mempelajari isi dari PPJB

8tersebut paling kurang 7 (tujuh) hari kerja

. Bahwa terdapat perbedaan persyaratan pembuatan PPJB bagi developer, dimana menurut Pasal 43 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang pada pokoknya menentukan
bahwa PPJB dapat dilakukan di hadapan Notaris. Kata “dapat” disini berarti merupakan pilihan, dimana
artinya PPJB dapat dibuat di hadapan Notaris atau tidak di hadapan Notaris (di bawah tangan). Sedangkan
dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, yang 33 pada
pokoknya menentukan bahwa PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang
dibuat di hadapan notaris. Sehingga semestinya semenjak berlakunya peraturan ini, seluruh PPJB yang
dibuat antara pelaku pembangunan dan pembeli harus dibuat di hadapan Notaris. Pada sengketa kasus
Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK, terdapat hubungan hukum yang mengikat antara Rania Melani
selaku pembeli/penggugat/pembanding dan Wahyu Wibowo Febriyanto selaku
developer/tergugat/terbanding, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Tergugat adalah pengembang /
developer yang pada tahun 2014 menawarkan beberapa tanah untuk dijadikan perumahan kepada
Penggugat, dengan penawaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat berminat dan
sepakat untuk membeli sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Desa Sidomoyo Sleman yang
dikenal sebagai Perumahan Griya Sidomoyo Asri; 2. Atas dasar kesepakatan tersebut dibuatkanlah
Perjanjian-Perjanjian Jual Beli sebagai berikut : a) Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, untuk Tipe 60
rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) diatas tanah
kavling seluas 134 m² (kemudian dilakukan perubahan terhadap model rumah dan digantikan oleh
perjanjian berikutnya) 34 b) Kemudian Penggugat mengajukan permohonan perubahan model sebagaimana
dituangkan dalam perjanjian Nomor : 2 lIGV/X/20 14 tertanggal 17 Juli 2014. Perjanjian Jual Beli tertanggal
17 Juli 2014, untuk Tipe 91 rumah No.A1 dengan harga sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta
rupiah) diatas tanah kavling seluas 134 m² (kemudian dilakukan perubahan ketiga kali terhadap model
rumah dan digantikan oleh perjanjian berikutnya), c) Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014,
untuk Tipe 100 rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
diatas tanah kavling seluas 134 m², akan tetapi Penggugat merasa tidak sesuai dengan model rumah yang
diajukan oleh Tergugat, maka dengan dasar kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat secara
lisan dibangunlah rumah Tipe 110 No.A1 diatas tanah kavling seluas 134 m² dengan harga sebesar Rp
602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016
ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 atas Perumahan Griya Sidomuyo Asri untuk tipe
110 rumah No.A1 seluas 134 m2 berdasar SHM No.04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo, Kecamatan
Godean, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut obyek aquo. 35 3. Bahwa diawal pembangunan
obyek sengketa sekitar awal bulan September 2014 karena didalam Perjanjian tidak disebutkan batas waktu
pembangunan, maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang batas waktu pengerjaan rumah
milik Penggugat tersebut dan Tergugat menyampaikan secara lisan dan disaksikan oleh Saksi Agasta Prima
yang merupakan mantan pengawai Terbanding / Tergugat kalau rumah milik Penggugat akan diselesaikan
dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan; 4. Bahwa cara pembayaran berdasar kesepakatan
Perjanjian Jual Beli pada pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) tersebut sebesar Rp 602.500.000,- (enam ratus dua
juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat membayar uang muka sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima
Puluh Tiga Juta Rupiah) dan marketing fee sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan

8belas juta rupiah) dan pembelian water closed Rp. 3000.000

,- (tiga juta rupiah) total Rp. 174.000.000 ( seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat,
sedangkan sisanya jumlah Rp 428.500.000,- dan penambahan spek bangunan jumlah Rp 20.243.000,-
dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dari proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
dimana pengurusan KPR tersebut akan dibantu oleh Tergugat. Akan tetapi menurut Penggugat, Tergugat
tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk membantu mengurus KPR milik Penggugat. Namun
pengurusan KPR tersebut 36 tidak berhasil dan ditolak oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang
Yogyakarta. 5. Mendasar pada perjanjian tanggal 17 Juli 2014 dan perjanjian pada tanggal 9 September
2014, Pasal 6 menyebutkan “Pihak Kedua sanggup membayar secara tunai kepada Pihak Pertama
sejumlah nilai KPR yang dimohonkan, apabila Pihak Perbankan tidak menyetujui atau hanya memenuhi
sebagian dari permohonan kredit yang diajukan", 6. Bahwa Penggugat mendapati fakta bahwaTergugat
belum memiliki atau mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas obyek aquo. Adapun terkait Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) Tergugat telah berjanji untuk mengurusnya, akan tetapi sudah berkali-kali
Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi tidak pernah mendapat kepastian jawaban oleh Tergugat.
Adapun fakta yang terungkap di persidangan dibuktikan bahwa pihak Terbanding / Tergugat tidak bisa
menghadirkan bukti IMB atau tidak ada bukti satupun yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengurus
IMB obyek sengketa, dan dikuatkan bukti dan juga oleh saksi Erawati Hesti Wulandari yang menerangkan
didepan persidangan dan dibawah sumpah mengetahui kalau obyek sengketa belum memiliki IMB, hal
tersebut sama seperti tanah dan bangunan rumah yang dibeli oleh saksi Erawati Hesti Wulandari sendiri
yang sudah ditempati tetapi sampai saat dimintai keterangannya dihadapan persidangan 37 belum ada Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) serta dikuatkan juga oleh saksi Agasta Prima (karyawan Terbanding / Tergugat)
saksi yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat menerangkan bahwa
benar obyek sengketa belum memiliki IMB. 7. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan pernyataan
saksi Tri Agus Santoso untuk datang ke Bank Tabungan Negara,Tbk Cabang Yogyakarta menanyakan
syarat-syarat pengajuan KPR dan didepan persidangan dibawah sumpah saksi Tri Agus Santoso
menerangkan bahwa yang menjadi syarat wajib atau pokok diantaranya adalah harus ada fotocopy
Sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Rania Melani selaku
Pembeli menggugat Wahyu Wibowo Febriyanto selaku developer dari Perumahan Griya Sidomulyo Asri
Sleman pada tanggal 02 Februari 2017 dengan Nomor Perkara 13/Pdt.G/2017/PN YYK, yang amar
putusannya adalah: “Dalam Konpensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam
Rekonpensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi : 38
Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat
ini ditaksir sebesar Rp. 968.000,- (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).” 9. Bahwa terdapat
pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam putusan aquo, yakni Siti Adimurwani dijadikan sebagai Turut
Tergugat dalam perkara ini dikarenakan tanah yang diapakai oleh Tergugat untuk membangun Perumahan
Griya Sidomulyo Asri tipe 110 rumah No. A1 terletak di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman sehingga saat ini masih atas nama Ibu Siti Adimurwani. 10. Bahwa, faktanya pada saat
pemeriksaan setempat tanggal 10 Agutus 2017 dilakukan, bangunan rumah yang di beli oleh
Penggugat/Pembanding sudah jadi 100%. Sehingga amar putusan dalam putusan No. 122/PDT/2017/PT.
YYK berbunyi sebagai berikut: 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 2)
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 16 Oktober 2017, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN
Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ; 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, 39 yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah) Pada hubungan hukum antara developer dengan pembeli dalam sengketa aquo,
dengan mengacu pada ketentuan persyaratan PPJB dalam Surat
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tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, penulis

perlu mengidentifikasi dan

menganalisa kedudukan dan keabsahan PPJB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana
diketahui bahwa Tergugat adalah pengembang / developer yang pada tahun 2014 menawarkan beberapa
tanah untuk dijadikan perumahan kepada Penggugat, dengan penawaran dari Tergugat kepada Penggugat
tersebut, maka Penggugat berminat dan sepakat untuk membeli sebuah rumah beserta tanahnya yang
terletak di Desa Sidomoyo Sleman yang dikenal sebagai Perumahan Griya Sidomoyo Asri. Kemudian A
dibuatkanlah Perjanjian-Perjanjian Jual Beli sebagai berikut : a) Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014,
untuk Tipe 60 rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
diatas tanah kavling seluas 134 m² (kemudian dilakukan perubahan terhadap model rumah dan digantikan
oleh perjanjian berikutnya) 40 b) Kemudian Penggugat mengajukan permohonan perubahan model
sebagaimana dituangkan dalam perjanjian Nomor : 2 lIGV/X/20 14 tertanggal 17 Juli 2014. Perjanjian Jual
Beli tertanggal 17 Juli 2014, untuk Tipe 91 rumah No.A1 dengan harga sebesar Rp 520.000.000,- (lima
ratus dua puluh juta rupiah) diatas tanah kavling seluas 134 m² (kemudian dilakukan perubahan ketiga kali
terhadap model rumah dan digantikan oleh perjanjian berikutnya), c) Perjanjian Jual Beli tertanggal 09
September 2014, untuk Tipe 100 rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh
puluh juta rupiah) diatas tanah kavling seluas 134 m², akan tetapi Penggugat merasa tidak sesuai dengan
model rumah yang diajukan oleh Tergugat, maka dengan dasar kesepakatan bersama antara Tergugat dan
Penggugat secara lisan dibangunlah rumah Tipe 110 No.A1 diatas tanah kavling seluas 134 m² dengan
harga sebesar Rp 602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada tanggal
13 Juli 2016 ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 atas Perumahan Griya Sidomuyo Asri
untuk tipe 110 rumah No.A1 seluas 134 m2 berdasar SHM No.04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo,
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut obyek aquo. Keempat Perjanjian Jual
Beli diatas yaitu Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014,
Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014, dan Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 tertanggal 13
Juli 2016 merupakan bentuk perjanjian pendahuluan sebagaimana 41 penulis telah jabarkan pada sub-bab
sebelumnya. Dimana perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh Penggugat dan Developer lahir pada
tahun 2014-2016, seyogyanya juga mengacu pada Pasal 42
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jo. Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 11/SKPTS/1988 tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, karena kala itu aturan terkait persyaratan pembuatan PPJB
hanya ada pada Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 11/SKPTS/1988 tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. Sedangkan peraturan terbaru khusus terkait PPJB pada
perumahan dan kawasan pemukiman diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
Rumah sebagai tindak lanjut dari Pasal 42

1UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

. Adapun hubungan hukum antara developer dengan pembeli dalam sengketa aquo dan mendasar pada
persyaratan PPJB diatas, penulis dapat mengidentifikasi.dan menganalisa beberapa hal terkait kesalahan
mapun kelalaian yang tidak sepatutnya ada karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak dalam
PPJB dan mengakibatkan adanya sengketa. Pertama, dimana dalam Keempat Perjanjian Jual Beli antara
Pembeli dan Developer yaitu Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 17
Juli 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014, dan Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016
tertanggal 13 Juli 2016, ternyata tidak mencantumkan secara tertulis klausul tanggal selesainya
pembangunan rumah walaupun pada fakta di persidangan, dimana 42 kesaksian yang diberikan oleh Saksi
Agasta Prima yang merupakan mantan pengawai Terbanding / Tergugat bahwa rumah milik Pembeli akan
diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan. Walaupun demikian, ternyata pada saat
pemeriksaan setempat tanggal 10 Agutus 2017 dilakukan, bangunan rumah yang di beli oleh
Penggugat/Pembanding sudah jadi 100% dan sudah dapat ditempati. Sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa developer telah beritikad baik dan memenuhi prestasi dalam hal membangun rumah yang telah
dipesan oleh Penggugat, walaupun berdasarkan fakta hukumnya Penggugat baru membayar uang muka
sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dan marketing fee sebesar Rp.
18.000.000,- (delapan

8belas juta rupiah) dan pembelian water closed Rp. 3000.000

,- (tiga juta rupiah) total Rp. 174.000.000 ( seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada
Developer/Tergugat, sedangkan sisanya jumlah Rp 428.500.000,- dan penambahan spek bangunan jumlah
Rp 20.243.000,- dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meskipun permohonan KPR ditolak oleh
Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Yogyakarta. Kedua, mengenai Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dimana Pembeli dalam gugatan dan permohonan bandingnya dalam perkara aquo menerangkan
bahwa pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak dapat dikabulkan oleh Bank Tabungan
Negara (BTN) Kantor Cabang Yogyakarta di karenakan tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan atas obyek
aquo. Dimana berdasrkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pasal kepemilikan IMB merupakan syarat mutlak untuk 43
melakukan PPJB. Berdasarkan fakta di persidangan dimana saksi Tri Agus Santoso menerangkan bahwa
yang menjadi syarat wajib atau pokok diantaranya adalah harus ada fotocopy Sertifikat dan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB). Sehingga seharusnya pada saat penandatangan PPJB tersebut, developer harus bisa
membuktikan bahwa atas obyek aquo sudah memiliki IMB, terlepas dari cara pembayaran melalui KPR atau
tidak. Namun mendasar pada perjanjian tanggal 17 Juli 2014, Pasal 6 menyebutkan “Pihak Kedua sanggup
membayar secara tunai kepada Pihak Pertama sejumlah nilai KPR yang dimohonkan, apabila Pihak
Perbankkan tidak menyetujui atau hanya memenuhi sebagian dari permohonan kredit yang diajukan".
Berdasarkan perjanjian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat membayar
secara tunai kepada Tergugat karena permohonan KPR ditolak oleh Pihak Bank BTN Kantor Cabang
Yogyakarta. Begitu pula dengan perjanjian pada tanggal 9 September 2014, Pasal 6 menyebutkan " Pihak
Kedua sanggup membayar secara tunai kepada Pihak Pertama sejumlah nilai KPR yang dimohonkan,
apabila Pihak Perbankkan tidak menyetujui atau hanya memenuhi sebagian dari permohonan kredit yang
diajukan". Berdasarkan perjanjian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat
membayar secara tunai kepada Tergugat karena permohonan KPR ditolak oleh Pihak Bank BTN Kantor
Cabang Yogyakarta Ketiga, bahwa dikarenakan dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014,
Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014, dan
Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 tertanggal 13 Juli 44 2016 yang dinyatakan oleh Pembeli dalam
gugatan dan memori bandingnya tidak memberikan klausul mengenai denda, sehingga Pembeli meminta
kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum terkait denda keterlembatan yang mendasar pada
perjanjian tertanggal 15 Desember 2015, yaitu sebesar Rp 548.275.000,- (
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), namun terhadap obyek pada perjanjian tertanggal 15 Desember 2015 developer sudah melaksanakan
perjanjian dan bangunan rumah tersebut sudah jadi. Disisi lain, Majelis Hakim berpendapat perjanjian
tertanggal 15 Desember 2015 berbeda dan tidak ada kaitannya dengan Keempat Perjanjian Jual Beli diatas
yaitu Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual
Beli tertanggal 09 September 2014, dan Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 tertanggal 13 Juli 2016.
Keempat, bahwa tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Pembeli dengan Siti Adimurwani
selaku Turut Tergugat dalam perkara aquo. Adapun tanah yang dipakai oleh developer untuk membangun
Perumahan Griya Sidomulyo Asri tipe 110 rumah No. A1 terletak di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean,
Kabupaten Sleman yang saat ini secara formil masih atas nama Siti Adimurwani. Adapun fakta yang
terungkap di persidangan adalah untuk perhitungan bisnis developer tidak mau keluar biaya balik nama dua
kali, maka sertifikat tersebut akan dibalik nama langsung kepada Pembeli apabila proses KPR nya sudah
disetujui sehingga fakta terlihat Siti Adimurwani tidak keberatan ataupun mempermasalahkan terhadap
tanah obyek sengketa yang dijual oleh Developer kepada Pembeli. 45 Setidaknya ke-empat hal diatas
sepatutnya perlu diperhatikan oleh pembeli dalam suatu PPJB, karena sifatnya cenderung dapat merugikan
pembeli apabila ada indikasi wanprestasi oleh developer, dalam hal ini misalnya keterlambatan membangun
dan menyerahkan unit rumah atau tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan. Oleh karena itu, sebenarnya
menurut penulis, kesalahan utama adalah dibuatnya PPJB tanpa menggunakan akta Notaris, alangkah
baiknya dalam pembuatan dokumen penting yang berisi perjanjian para pihak, keilmuan dan kemampuan
Notaris dalam pembuatan akta yang mampu melindungi kedua belah pihak itu dimanfaatkan. Sebagaimana
telah disampaikan diatas, walau PPJB dapat dibuat dibawah tangan, alangkah baiknya tetap menggunakan
akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris agar terhadap PPJB yang akan ditandatangani sudah
memenuhi persyaratan

8sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 UU Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jelaskan hubungan hukum para pihak dan juga
hak dan kewajiban yang ada pada kedua belah pihak BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DEVELOPER
YANG WANPRESTASI PADA PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRIYA SIDOMOYO ASRI SLEMAN A.
Tanggung Gugat berdasarkan Wanprestasi pada Sengketa Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman
Adapun

1PPJB dalam penulisan ini adalah PPJB yang dibuat oleh para pihak

(Rania Melani selaku pembeli dan Wahyu Wibowo Febriyanto selaku developer

1dalam pola penjualan secara pre project selling, yang

apabila ditinjau dari Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni
2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014, dan
Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 atas Perumahan Griya Sidomuyo Asri untuk tipe 110 rumah No.A1
seluas 134 m2 berdasar SHM No.04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten
Sleman, belum memenuhi unsur keseimbangan sebagaimana yang telah diuraikan penulis pada bab
sebelumnya dan mengakibatkan sengketa. Adapun

1keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi

yang sama kuat

.42

1Dalam ruang lingkup hukum perjanjian, PPJB ini termasuk dalam perjanjian

Obligatoir. Dimaksud perjanjian obligatoir disini ialah ketika suatu perjanjian

telah sah, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, namun baru

42 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, h 27 46 47

1sebatas menimbulkan hak dan kewajiban saja serta pada taraf tersebut

belum terjadi adanya perpindahan hak milik.43 Diperlukan perjanjian lain

yang disebut dengan perjanjian kebendaan (Zakelijke Overeenkomst) untuk

dapat dilakukannya penyerahan (Levering) agar terjadi perpindahan hak

milik. Begitu pula dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang baru

hanya memuat hak dan kewajiban para pihak saja. Sedangkan untuk

peralihan haknya setelah diterbitkan perjanjian lain yang disebut dengan

Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Itulah

mengapa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ini termasuk dalam kategori

perjanjian obligatoir

.

1Kontrak atau perjanjian merupakan bingkai dari suatu kegiatan bisnis yang

dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, untuk mendapatkan kepastian

hukum dan keadilan.44 Demikian juga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

pada penjualan perumahan pola pre project selling adalah untuk mengatur

kewajiban masing-masing pihak sesuai hakekatnya harus dipenuhi. Sebagai

tujuan akhir dari perjanjian jual beli ini adalah memindahkan hak milik benda

1dari tangan penjual kepada pembeli, demikian diatur dalam pasal 1457 jo

pasal 1458

BW. Fakta hukum yang berkembang di masyarakat

1calon pembeli, harus terlebih dahulu membayar uang tanda jadi (booking

fee) baru kemudian disodori PPJB nya. Akibatnya jika terjadi kelalaian

(wanprestasi) oleh pelaku pembangunan/developer maka pembeli berada

dipihak yang kurang

43 Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, h.
31. 44

1Moch. Isnaeni, 2015, Perjanjian Jual Beli, PT Revka Petra Media

, Surabaya, h. 92. 48

1diuntungkan. Wanprestasi penjual/developer bisa dalam bentuk, (1) tidak

melakukan pembangunan sebagaimana mestinya; (2) materiil bangunan

yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian; (3) atau jangka waktu

penyerahan bangunan yang dijanjikan tidak tepat waktu; (4) juga tidak kalah

pentingnya dalam pemenuhan sarana penunjang perumahan yang tidak

sesuai apa yang telah disepakati dalam penawaran.45 Sanksi hukum

terhadap penjual atau pelaku pembangunan yang membuat PPJB tidak

sesuai dengan yang dipasarkan, atau sebelum memenuhi persyaratan

kepastian sebagaimana diatur dalam pasal 43 (2) sebagaimana yang diatur

dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, pelaku pembangunan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda

paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) demikian diatur

dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Sedangkan dalam

Pasal 9 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1hanya mengatur tentang sanksi pidana bagi penjual yang melakukan

promosi yang tidak benar. Sementara dalam perjanjian jual beli tidak

mengenal istilah konsumen, yang ada adalah para pihak yaitu penjual dan

pembeli. Apabila terjadi kelalaian oleh penjual dalam terhadap pemenuhan

isi perjanjian jual beli, tuntutan masyarakat sebagai pembeli pada umumnya

adalah pengembalian uang muka ataupun realisasi rumah, bukan

pemidanaan terhadap pelaku pembangunan. Perlunya pengaturan yang

tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena Indonesia masih

menganut sistem hukum positif

. 45

1J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, PT. Alumni,

Bandung, h 122

. 49

1Di dalam sistem Civil law, ada perbedaan fundamental yang terdapat di

antara hukum privat dan hukum publik yang jauh lebih dalam dan

digambarkan

1dengan lebih tajam dari pada di dalam sistem common law.46

Dalam kaitan dengan perjanjian pendahuluan, van Dunne membedakannya menjadi Prosedural agreements
dan Material agreements. Termasuk ke dalam jenis yang pertama adalah perjanjian pokok (“agreement in
principle”), kontrak pokok (“contract in principle”), jenis kedua terdapat tiga kelompok, yaitu: a) “trunk
contracts”; b)”provisional contracts” atau “tentative contracts”; dan, c)”basic contracts” atau “frame
contracts”.47 Dalam kaitannya dengan jenis yang pertama, Prosedural agreements, para pihak pada
dasarnya berniat untuk menetapkan kewajiban bernegosiasi atau melanjutkan negosiasi. Apa yang termuat
di dalamnya dapat berupa ringkasan tentang apa yang disetujui, sekedar pernyataan kehendak yang
ditandatangani oleh para pihak, atau dalam bentuk yang lebih rinci yang juga menetapkan waktu untuk
perundingan berikutnya, atau bahkan memuat bagian- bagian dari suatu draft kontrak.48 Jika suatu Pactum
de Contrahendo misalnya letter of intent telah memuat suatu syarat-syarat yang sangat esensial dan telah
dirumuskan secara spesifik di dalamnya, misalnya ruang lingkup pekerjaan (space of work), harga (price),
waktu pengiriman (delivery period) dan perintah mulai kerja (instructed work to start) maka hal tersebut
mengikat bagi para pihak. Dalam situasi seperti

146 Peter de Cruz, 2016, Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil

Law and Socialist Law, Nusa Media, Bandung, h. 63. 47

Ibid., h. 120-121. 48 J. Andy Hartanto, Op. Cit., h. 118 50 ini jika dilakukan penarikan kembali kesepakatan
dalam negosiasi (letter of intent) maka perbuatan itu terkualifikasi sebagai pelanggaran kewajiban (breach of
obligation) dalam doktrin culpa in contrahendo.49

5Kesalahan dalam kualifikasi culpa in contrahendo menimbulkan tanggung

gugat pada pelaku atau dengan kata lain melahirkan hak pada pihak yang

dirugikan untuk menuntut kerugian atas biaya dan hilangnya waktu karena

gagalnya suatu negosiasi

.50

5Tanggung gugat mengandung esensi untuk membayar sejumlah ganti rugi

karena kesalahan yang dilakukan

. Kesalahan itu dapat bersifat murni dalam koridor Pactum de Contrahendo, dalam pengertian kesalahan
terjadi pada tahap negosiasi tetapi tidak berlanjut pada penutupan kontrak. Ini adalah jenis kesalahan yang
disebut culpa in contrahendo. Tetapi dalam praktiknya sering juga terjadi inkonsistensi antara substansi
dengan judul perjanjiannya, dalam arti judulnya menunjukkan jenis Pactum de Contrahendo, tetapi
substansinya telah mencerminkan suatu kontrak yang sebenarnya. Ini adalah jenis Pactum de Contrahendo
yang tidak murni dan karenanya prinsip dalam tanggung gugat pra-kontrak tidak dapat diterapkan.

14Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka format atau bentuk

maupun isi PPJB pada dasarnya juga bebas

. Namun khusus dalam hal PPJB bagi jual beli unit pada perumahan dan kawasan pemukiman, format atau
bentuk dari PPJB harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 49 Ibid., h. 124. 50 Ibid. 51
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Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. PPJB yang

dituangkan dalam format akta notariil, sejatinya bertujuan mengikat para pihak serta memberikan kekuatan
pembuktian sempurna (Pasal 1870 BW). Penuangan dalam format akta notariil dimaksudkan

8untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum diperlukan

alat bukti

, salah satunya adalah

8alat bukti tertulis yang bersifat otentik

. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat dipahami bahwa Perjanjian Jual Beli antara pembeli dan
developer sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, Perjanjian Jual Beli
tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014, dan Perjanjian Jual Beli
No.21/GV/X/2016 atas Perumahan Griya Sidomuyo Asri untuk tipe 110 rumah No. A1 seluas 134 m2
berdasar SHM No.04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, adalah
perjanjian obligatoir. Walaupun perjanjian tersebut merupakan perjanjian pendahuluan, belum dibuat kontrak
lanjutannya, namun karakter perjanjian yang seperti itu adalah perjanjian obligatoir, perjanjian dimana kedua
belah pihak dibebani kewajiban. Asalkan perjanjian ini sah, tidak melanggar satu apapun yang ditegaskan
dalam Pasal 1320 BW, maka perjanjian obligatoir ini melahirkan perikatan. Apabila salah satu pihak tidak
melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikatakan telah melakukan

3wanprestasi. Atas perbuatan wanprestasi tersebut, maka pihak yang

dirugikan dapat menuntut ganti kerugian disertai biaya dan bunga.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1243 BW. Jadi, 52 wanprestasi dapat

dilihat dari sisi kewajiban, yakni manakala seseorang tidak melaksanakan

kewajiban kontraktualnya maka dapat dikatakan telah melakukan

wanprestasi.51 Bentuk-bentuk prestasi diatur dalam Pasal 1243 BW, yaitu

prestasi untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu. Namun tidak semua prestasi

3dapat ditunaikan oleh pihak yang wajib berprestasi, karena suatu prestasi

harus memenuhi syarat agar dapat dilaksanakan. Syarat suatu prestasi

adalah, pertama, harus tertentu atau dapat ditentukan yaitu menunjuk pada

objek tertentu yang wajib ditunaikan oleh para pihak

.

3Suatu prestasi dapat ditunaikan dalam arti pada saat perjanjian dibuat belum

dapat ditentukan jumlah dan nilainya akan tetapi baru dapat diketahui pada

saat prestasi tersebut

digunakan.

3Syarat kedua, suatu prestasi yang menjadi objek perjanjian harus

diperbolehkan atau legal. Apabila suatu prestasi atau obyek perjanjian

dilarang oleh hukum maka tidak wajib dipenuhi karena prestasi demikian

tidak mengikat secara hukum berdasarkan (Pasal 1335 BW). Batasan suatu

prestasi yang terlarang adalah jika dilarang oleh undang-undang atau

bertentangan atau berlawanan dengan sisi lain atau ketertiban umum

3suatu perjanjian dilarang oleh undang-undang jika undang-undang berlaku

melarangnya

berikut suatu prestasi tidak boleh bertentangan dengan kesusialaan dan atau bertentangan dengan nilai-
nilai berlaku di masyarakat. Manakala hal tersebut terjadi, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai
kekuatan mengikat. Sedangkan syarat ketiga, bahwa 51 M. Khoidin, Op. Cit., h. h.33 53

3suatu prestasi harus mungkin untuk dilaksanakan. Seseorang tidak boleh

menyuruh orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak dapat

dilaksanakan oleh orang lain

.52

3Akibat dari suatu wanprestasi maka kreditur dapat memilih dua alternatif

dari perjanjiannya itu tetap melanjutkan perjanjian dengan meminta ganti rugi

atau membatalkan perjanjian dengan tetap meminta ganti rugi yang timbul

akibat wanprestasi tersebut

.

5Pengingkaran terhadap perjanjian melahirkan hak bagi pihak lain untuk

mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Pihak yang dirugikan

mempunyai hak mengajukan gugatan, sebagaimana Pasal 1267 BW,

menyebutkan tuntutan tersebut dapat berupa pemenuhan, ganti rugi dan

pembubaran/pemutusan. Khusus utnuk ganti rugi tidak tertutup kemungkinan

gugatan atas kerugian dapat berupa keuntungan yang diharapkan. Dengan

demikian beranjak dari rumusan ketentuan Pasal 1267 BW, dalam hal terjadi

wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan

tuntutan:53 1. Pemenuhan; atau 2. Ganti rugi; atau 3. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan; atau 4.
Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap; atau 5. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap. 52 Ibid., h.
34 53 Agus Yuda Hernoko, op. cit., hl. 263. 54

5Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya

tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi

merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pihak yang dirugikan sesuai

dengan ketentuan Pasal 1243 BW

.

5Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya dengan

situasi hipotesis (bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma

wanprestasi). Kerugian disini terdiri dari dua unsur yaitu kerugian yang

nyata diderita meliputi biaya dan/ atau rugi. Unsur yang kedua keuntungan

yang tidak diperoleh, yaitu berupa bunga. Ganti rugi pada dasarnya

merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat

subsidair. Artinya apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau

sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat

dipilih oleh kreditor

.54

5Dalam hal ini ganti rugi meliputi ganti rugi pengganti dan ganti rugi

pelengkap. Ganti rugi pengganti merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh

tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditor, meliputi

seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat debitur wanprestasi.

Sedangkan ganti rugi pelengkap merupakan ganti rugi sebagai akibat

terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitur sebagaimana mestinya atau

karena adanya pemutusan perjanjian

.55 Adapun terdapat bentuk bentuk yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pendahuluan pembelian
rumah antara para pengembang/developer dengan pembeli/konsumen, umumnya adalah sebagai berikut:
54 Ibid., h. 264. 55 Ibid. 55 a. Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembelian Rumah b. Pembatalan
Pembelian Rumah. c. Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Rumah.56 Terhadap setiap gugatan dari
wanprestasi di persidangan selalu diperlukan sebuah pembuktian.

3Terdapat suatu asas umum dalam hukum acara perdata yaitu barangsiapa

mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa

untuk menegakkan haknya atau menyangkal hak orang lain maka ia wajib

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, demikian isi asas actori

incumbit probation, yang terkandung dalam Pasal 163 H.I.R, Pasal 283 RBg

dan Pasal 1865 BW. Berdasarkan asas tersebut para pihak harus

membuktikan fakta-fakta atau peristiwa yang diajukan di muka persidangan

untuk membenarkan adanya hak atau menyangkal hak dari pihak lawan

tentang kebenaran peristiwa

dan hubungan hukumnya.57 Pada penulisan skripsi ini, yang titik fokusnya adalah menganalisa sengketa
Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK, dalam hal ini ditinjau apakah terhadap perikatan yang dibuat
antara pembeli dan developer sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014,
Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014, dan
Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 atas 56 Arina Ratna Paramita, dkk., “

14Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan

(Studi Penelitian Pada Pengembang Kota Semarang)”, Diponegoro Law

Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, h. 4

. 57 M. Khoidin, Op. Cit., h. h.55. 56 Perumahan Griya Sidomuyo Asri untuk tipe 110 rumah No.A1 seluas
134 m2 berdasar SHM No.04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman,
salah satu pihak telah wanprestasi. Dalam putusan tersebut, dapat diketahui para pihak yangterlibat adalah
Rania Melani selaku Pembeli/Penggugat/Pembanding, sedangkan Wahyu Wibowo Febriyanto adalah
developer/Tergugat/Terbanding yang pada tahun 2014 menawarkan beberapa tanah untuk dijadikan
perumahan kepada Penggugat, dengan penawaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka
Penggugat berminat dan sepakat untuk membeli sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Desa
Sidomoyo Sleman yang dikenal sebagai Perumahan Griya Sidomoyo Asri, dehingga ditandatanganilah
perjanjian-perjanjian sebagaimana berikut: a. Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, untuk Tipe 60
rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) diatas tanah
kavling seluas 134 m² (kemudian dilakukan perubahan terhadap model rumah dan digantikan oleh
perjanjian berikutnya) b. Kemudian pembeli mengajukan permohonan perubahan model sebagaimana
dituangkan dalam perjanjian Nomor : 2 lIGV/X/20 14 tertanggal 17 Juli 2014. Perjanjian Jual Beli tertanggal
17 Juli 2014, untuk Tipe 91 rumah No.A1 dengan harga sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta
rupiah) diatas tanah kavling seluas 134 m² 57 (kemudian dilakukan perubahan ketiga kali terhadap model
rumah dan digantikan oleh perjanjian berikutnya), d) Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014,
untuk Tipe 100 rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
diatas tanah kavling seluas 134 m², akan tetapi Pembeli merasa tidak sesuai dengan model rumah yang
diajukan oleh Developer, maka dengan dasar kesepakatan bersama antara Pembeli dan Developer secara
lisan dibangunlah rumah Tipe 110 No.A1 diatas tanah kavling seluas 134 m² dengan harga sebesar Rp
602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016
ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 atas Perumahan Griya Sidomuyo Asri untuk tipe
110 rumah No.A1 seluas 134 m2 berdasar SHM No.04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo, Kecamatan
Godean, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut obyek aquo. Setiap PPJB yang diuat harus
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana salah satunya harus memiliki
klausula jangka waktu pembangunan dan atau penyerahan unit bangunan. Namun dalam perjanjian dalam
kasus aquo tidak disebutkan batas waktu pembangunan, maka Pembeli menanyakan kepada Developer
tentang batas waktu pengerjaan rumah milik Pembeli tersebut dan Developer menyampaikan secara lisan
dan disaksikan oleh Saksi Agasta Prima yang merupakan mantan pegawai dari 58 developer menyatakan
bahwa rumah milik Penggugat akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan;
Selanjutnya terkait cara pembayaran berdasar kesepakatan Perjanjian Jual Beli pada pasal 3 ayat (1), (2)
dan (3) tersebut sebesar Rp 602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), pembeli membayar
uang muka sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dan marketing fee sebesar
Rp. 18.000.000,- (delapan

8belas juta rupiah) dan pembelian water closed Rp. 3000.000

,- (tiga juta rupiah) total Rp. 174.000.000 ( seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada developer,
sedangkan sisanya jumlah Rp 428.500.000,- dan penambahan spek bangunan jumlah Rp 20.243.000,-
dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dari proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
dimana pengurusan KPR tersebut akan dibantu oleh developer. Akan tetapi menurut pembeli, developer
tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk membantu mengurus KPR milik pembeli, dimana
pengurusan KPR tersebut tidak berhasil dan ditolak oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang
Yogyakarta. Namun hal tersebut dibantah oleh Developer yang mendasar pada perjanjian tanggal 17 Juli
2014 dan perjanjian pada tanggal 9 September 2014, Pasal 6 menyebutkan “Pihak Kedua sanggup
membayar secara tunai kepada Pihak Pertama sejumlah nilai KPR yang dimohonkan, apabila Pihak
Perbankkan tidak menyetujui atau hanya memenuhi sebagian dari permohonan kredit yang diajukan", 59
Bahwa pembeli mendapati fakta Tergugat belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas obyek
aquo. Adapun terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) developer telah berjanji untuk mengurusnya, akan
tetapi sudah berkali-kali Pembeli menanyakan kepada developer tetapi tidak pernah mendapat kepastian
jawaban oleh developer. Adapun fakta yang terungkap di persidangan dibuktikan bahwa pihak developer /
Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti IMB atau tidak ada bukti satupun yang menerangkan bahwa
developer telah mengurus IMB obyek sengketa, dan dikuatkan bukti dan juga oleh saksi Erawati Hesti
Wulandari yang menerangkan didepan persidangan dan dibawah sumpah mengetahui kalau obyek
sengketa belum memiliki IMB, hal tersebut sama seperti tanah dan bangunan rumah yang dibeli oleh saksi
Erawati Hesti Wulandari sendiri yang sudah ditempati tetapi sampai saat dimintai keterangannya dihadapan
persidangan belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta dikuatkan juga oleh saksi Agasta Prima
(karyawan Terbanding / Tergugat) saksi yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding /
Turut Tergugat menerangkan bahwa benar obyek sengketa belum memiliki IMB. Terkait Kepemilikan IMB
yang menjadi salah satu dasar sengketa ini, dimana sesuai dengan fakta di persidangan dan pernyataan
saksi Tri Agus Santoso untuk datang ke Bank Tabungan Negara,Tbk Cabang Yogyakarta menanyakan
syarat-syarat pengajuan KPR dan didepan persidangan dibawah sumpah saksi Tri Agus Santoso
menerangkan bahwa yang menjadi syarat wajib atau pokok diantaranya adalah harus ada fotocopy
Sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun apabila mendasar pula 60 pada Pasal 6 perjanjian
tanggal 17 Juli 2014 dan perjanjian tanggal 09 September 2014, bahwa “ Pihak Kedua sanggup membayar
secara tunai kepada Pihak Pertama sejumlah nilai KPR yang dimohonkan, apabila Pihak Perbankkan tidak
menyetujui atau hanya memenuhi sebagian dari permohonan kredit yang diajukan". Kendati demikian,
faktanya pada saat pemeriksaan setempat tanggal 10 Agutus 2017 dilakukan, bangunan rumah yang di beli
oleh Penggugat/Pembanding sudah jadi 100%. Sehingga berdasarkan uraian konsep tanggung gugat dalam
wanprestasi dan analisa kasus aquo, dapat diketahui bahwa developer sudah melaksanakan prestasinya
yaitu membangun unit rumah sesuai bukti pada pemeriksaan setempat, walaupun pembeli baru membayar
uang muka dan KPR tidak bisa dikabulkan oleh Bank. Hal ini berarti tanggung gugat berdasar wanprestasi
dalam kasus aquo adalah akibat Pembeli/Penggugat/Pembanding tidak melakukan kewajibannya untuk
melakukan pembayaran kepada developer senilai Rp. 428.500.000 ( Empat ratus dua puluh delapan juta
lima ratus ribu rupiah). Terlepas dikabulkan atau tidak dikabulkannya pengajuan KPR oleh Bank, Pembeli
dalam hal ini harus melunasi dan membayar secara tunai sejumlah nilai KPR yang dimohonkan. B. Analisa
Ratio Decidendi Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK Putusan
sebagai mahkota Hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimakanai sebagai harga diri dan
wibawa seorang Hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Untuk mengetahui integritas dan kapasitas
61 intelektual seorang Hakim sangatlah mudah, cukup dengan mengamati dan menganalisa putusan-
putusannya.58 Begitu pentingnya arti dan kedudukan putusan yang kemudian melambangkan mahkota
Hakim, Hakim pada akhirnya dituntut untuk senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa, dan karsa yang
dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya.59 Sebelum membahas mengenai amar putusan, akan
penulis jabarkan terlebih dahulu terkait posita dan petitum Pembeli dalam hal ini Penggugat/Pembanding
pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK, dimana duduk perkaranya adalah sebagaimana berikut: 1.
Tergugat adalah pengembang / developer yang pada tahun 2014 menawarkan beberapa tanah untuk
dijadikan perumahan kepada Penggugat, dengan penawaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut,
maka Penggugat berminat dan sepakat untuk membeli sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di
Desa Sidomoyo Sleman yang dikenal sebagai Perumahan Griya Sidomoyo Asri; 2. Atas dasar kesepakatan
tersebut dibuatkanlah Perjanjian-Perjanjian Jual Beli sebagai berikut : a) Perjanjian Jual Beli tertanggal 3
Juni 2014, untuk Tipe 60 rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus 58 M. Natsir
Asnawi, 2014, Hermeneutika Putusan Hakim, UII Press, Yogyakarta. h. 8. 59 Ibid., h. 9. 62 tujuh puluh juta
rupiah) diatas tanah kavling seluas 134 m² (kemudian dilakukan perubahan terhadap model rumah dan
digantikan oleh perjanjian berikutnya) b) Kemudian Pembeli mengajukan permohonan perubahan model
sebagaimana dituangkan dalam perjanjian Nomor : 2 lIGV/X/20 14 tertanggal 17 Juli 2014. Perjanjian Jual
Beli tertanggal 17 Juli 2014, untuk Tipe 91 rumah No.A1 dengan harga sebesar Rp 520.000.000,- (lima
ratus dua puluh juta rupiah) diatas tanah kavling seluas 134 m² (kemudian dilakukan perubahan ketiga kali
terhadap model rumah dan digantikan oleh perjanjian berikutnya), c) Perjanjian Jual Beli tertanggal 09
September 2014, untuk Tipe 100 rumah No. A1 dengan harga sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh
puluh juta rupiah) diatas tanah kavling seluas 134 m², akan tetapi Pembeli merasa tidak sesuai dengan
model rumah yang diajukan oleh developer, maka dengan dasar kesepakatan bersama antara pembeli dan
developer secara lisan dibangunlah rumah Tipe 110 No.A1 diatas tanah kavling seluas 134 m² dengan
harga sebesar Rp 602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada tanggal
13 Juli 2016 ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 atas Perumahan Griya Sidomuyo Asri
untuk tipe 110 rumah No.A1 63 seluas 134 m2 berdasar SHM No.04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo,
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. 3. Karena didalam Perjanjian tidak disebutkan batas waktu
pembangunan, maka Pembeli menanyakan kepada Tergugat tentang batas waktu pengerjaan rumah milik
Pembeli tersebut dan developer menyampaikan secara lisan dan disaksikan oleh Saksi Agasta Prima yang
merupakan mantan pengawai developer kalau rumah milik Penggugat akan diselesaikan dalam waktu 3
(tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan; 4. Bahwa cara pembayaran berdasar kesepakatan Perjanjian Jual Beli
pada pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) tersebut sebesar Rp 602.500.000,-(enam ratus dua juta lima ratus ribu
rupiah), Pembeli membayar uang muka sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)
dan marketing fee sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan

8belas juta rupiah) dan pembelian water closed Rp. 3000.000

,- (tiga juta rupiah) total Rp. 174.000.000 ( seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat,
sedangkan sisanya jumlah Rp 428.500.000,- dan penambahan spek bangunan jumlah Rp 20.243.000,-
dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dari proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
dimana pengurusan KPR tersebut akan dibantu oleh developer. Akan tetapi menurut pembeli, developer
tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk membantu mengurus KPR milik pembeli karena
permohonan KPR tersebut ditolak oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Yogyakarta. 64 5.
Namun mendasar pada perjanjian tanggal 17 Juli 2014 dan perjanjian pada tanggal 9 September 2014,
Pasal 6 menyebutkan “Pihak Kedua sanggup membayar secara tunai kepada Pihak Pertama sejumlah nilai
KPR yang dimohonkan, apabila Pihak Perbankkan tidak menyetujui atau hanya memenuhi sebagian dari
permohonan kredit yang diajukan", 6. Selain Perjanjian Jual Beli tersebut diatas, pembangunan
rumah/obyek sengketa sampai dengan bulan Desember 2015, yang menurut dalil Pembeli belum juga
selesai pekerjaannya maka antara Pembeli dengan developer membuat kesepakatan diluar Perjanjian Jual
Beli yang juga disaksikan oleh Bpk. Akhmad Immanuddin dan Bpk. AGASTA PRIMA yang ditandatangani
pada tanggal 15 Desember 2015 dan sampai saat ini belum dibatalkan atau masih mengikat antara
Penggugat dan Tergugat, yaitu : Pihak II (Developer/Tergugat) menjamin bahwa unit rumah tersebut dan
semua fasilitas diselesaikan paling lambat pada tanggal 12 Januari 2016, akan tetapi rumah utama di lantai
2 sudah siap ditempati pada tanggal 30 Desember 2015, pekerjaan setelah 30 Desember 2015 tinggal
finishing dilantai 1; “Pasal 3 Apabila unit rumah tersebut terlambat diselesaikan sesuai tanggal pada
perjanjian pasal 2, maka Pihak II (saudara) wajib membayar denda sebesar 1% pada bulan pertama, dan
berlaku kelipatan pada setiap bulan keterlambatan..”, sehingga Pembeli/Penggugat dalam posita dan
petitumnya meminta agar developer membayar dendayang terhitung dari 15 Januari 2016 s/d 15 Januari
2017 sebesar Rp. 548.275.000,- (limaratus empat pulu delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
65 Adapun obyek dari Perjanjian tertanggal 15 Desember 2015 berbeda dengan obyek Perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 atas Perumahan
Griya Sidomuyo Asri untuk tipe 110 rumah No.A1 seluas 134 m2, yang merupakan obyek aquo. 7. Bahwa
pembeli mendapati fakta developer belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas obyek aquo.
Adapun terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) developer telah berjanji untuk mengurusnya, akan tetapi
sudah berkali-kali Penggugat menanyakan kepada developer tetapi tidak pernah mendapat kepastian
jawaban oleh developer. Adapun fakta yang terungkap di persidangan dibuktikan bahwa pihak developer
tidak bisa menghadirkan bukti IMB atau tidak ada bukti satupun yang menerangkan bahwa developer telah
mengurus IMB obyek sengketa, dan dikuatkan bukti dan juga oleh saksi Erawati Hesti Wulandari yang
menerangkan didepan persidangan dan dibawah sumpah mengetahui kalau obyek sengketa belum memiliki
IMB, hal tersebut sama seperti tanah dan bangunan rumah yang dibeli oleh saksi Erawati Hesti Wulandari
sendiri yang sudah ditempati tetapi sampai saat dimintai keterangannya dihadapan persidangan belum ada
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta dikuatkan juga oleh saksi Agasta Prima (karyawan developer
/Terbanding / Tergugat) saksi yang diajukan oleh developer /Terbanding / Tergugat dan Siti Adimurwani
/Turut Terbanding / Turut Tergugat menerangkan bahwa benar obyek sengketa belum memiliki 66 IMB.
Adapun pernyataan dari saksi Tri Agus Santoso yangdatang ke Bank Tabungan Negara. Tbk. Cabang
Yogyakarta menanyakan syarat- syarat pengajuan KPR dan didepan persidangan dibawah sumpah saksi Tri
Agus Santoso menerangkan bahwa yang menjadi syarat wajib atau pokok diantaranya adalah harus ada
fotocopy Sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Rania
Melani selaku Pembeli menggugat Wahyu Wibowo Febriyanto selaku developer dari Perumahan Griya
Sidomulyo Asri Sleman pada tanggal 02 Februari 2017 dengan Nomor Perkara 13/Pdt.G/2017/PN YYK,
yang amar putusannya adalah: “Dalam Konpensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Dalam Rekonpensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan
Rekonpensi : Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang
sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 968.000,- (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).” 9. Bahwa
terdapat pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam putusan aquo, yakni Siti Adimurwani dijadikan
sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini dikarenakan tanah yang diapakai oleh Tergugat untuk
membangun Perumahan Griya Sidomulyo Asri tipe 110 rumah No. A1 terletak di Desa Sidomoyo,
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sehingga saat ini masih atas nama Ibu Siti Adimurwani. 67 10.
Bahwa, faktanya pada saat pemeriksaan setempat tanggal 10 Agutus 2017 dilakukan, bangunan rumah
yang di beli oleh Penggugat/Pembanding sudah jadi 100%. Terhadap kasus posisi atau posita yang diajukan
Pembeli dalam hal ini Penggugat, maka petitum dari Penggugat adalah sebagaimana berikut: 1. Menerima
dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat
telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian
materiil, denda dan imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Rp 822.275.000,- (delapan
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perincian sebagai berikut: a) Kerugian Materiil sebesar Rp 174.000.000,- b) Kerugian Denda sebesar Rp
548.275.000,- c) Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- 4. Menyatakan sah dan berharga Sita
Jaminan terhadap tanah dan bangunan beserta SHM No. 04887/Sidomoyo, Desa Sidomoyo, Kecamatan
Godean, Kabupaten Sleman seluas 133 m2 yang dikenal sebagai Perumahan Griya Sidomuyo Asri untuk
tiype 110 rumah No. A1; 5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; 6.
Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah)/hari keterlambatan apabila Tergugat lalai sampai dengan dipenuhinya kewajiban Tergugat; 7.
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya
hukum verzet, banding maupun kasasi; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini. 68 Lebih lanjut, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK,
Majelis Hakim menyampaikan amar putusannya sebagaimana berikut: 1) Menerima permohonan banding
dari Pembanding semula Penggugat 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 16
Oktober 2017, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ; 3) Menghukum
Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk
tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan pada perkara tingkat
pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu nomor Perkara 13/Pdt.G/2017/PN YYK, memiliki amar
putusan sebagai berikut: “Dalam Konpensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam
Rekonpensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat
ini ditaksir sebesar Rp. 968.000,- (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).” Adapun Ratio
decidendi hakim dalam memutus perkara Nomor 122/PDT/2017/PT YYK adalah: ? Bahwa obyek sengketa
antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak dapat dipisahkan persoalan antara
Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata sesuai pengakuan Penggugat dan tidak dibantah
oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta dibenarkan keterangan saksi dari Tergugat dan Turut Tergugat yaitu
saksi Agasta Prima Wahyu A. dan saksi Slamet Agung Nugroho, bahwa bangunan rumah yang dibeli
Penggugat yang dibangun oleh Tergugat selaku pengembang masih berdiri diatas tanah orang lain 69 yaitu
milik Turut Tergugat, sedangkan asas hukum jual beli rumah dan tanah menganut asas Vertikal, bukan asas
horisontal (bangunan rumah terpisah dengan hak atas tanah) ; ? Bahwa dilain pihak Penggugat dalam salah
satu amar putusannya juga menuntut agar tanah dan bangunan diletakkan sita jaminan, jika Penggugat
dinyatakan menang oleh
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, Pengadilan akan mengalami hambatan dan kesulitan melaksanakan eksekusi, karena pemilik tanah yaitu
Turut Tergugat tidak dijadikan Tergugat Utama bersama-sama dengan Tergugat, dimana bangunan rumah
milik Tergugat dan tanah dimana bangunan rumah berdiri milik Turut Tergugat, kecuali jual beli rumah
beserta tanah sudah melibatkan Turut Tergugat akan lain aspek hukumnya Sebagaimana pada title
gugatan, posita dan petitum telah diuraikan oleh penulis bahwa perihal gugatan perkara in casu adalah
tentang Wanprestasi karena developer dalam membangun Rumah Obyek Sengketa melebihi waktu yang
diperjanjikan, tidak mengurus Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai yang diperjanjikan, membangun rumah
obyek sengketa tidak disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukan perkara sengketa
kepemilikan rumah dan tanah. Dikarenakan fokus gugatan hanya pada Wanprestasi Tergugat karena
melanggar Perjanjian Jual Beli yang mengatur tentang pembangunan rumah obyek sengketa sebagaimana
Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014 (diperbaharui), Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014
(diperbaharui), Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014 (diperbaharui) dan Perjanjian Jual Beli
diperbaharui terakhir tertanggal 13 Juli 2016. Bahwa berdasarkan kesepakatan pembeli dengan developer
obyek sengketa akan diselesaikan pekerjaannya selama 6 (enam) bulan terhitung bulan September 2014
sampai 70 dengan Maret 2015 akan tetapi sampai bulan Juli 2016 (sudah 23 bulan) obyek sengketa juga
belum selesai dikerjakan, kemudian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak berhasil diurus oleh
Pembeli yang merupakan tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli serta selanjutnya obyek
sengketa dibangun tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan Dalam hal ini, terhadap ratio decidendi hakim
yang pada sengketa aquo yang putusannya menolak untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan
menguatkan kembali putusan pada tingkat pertama menurut penulis telah berdasarkan hukum. Akan tetapi
yang seharusnya diperhatikan bagi tiap pelaku usaha pembangunan dan calon pembeli dalam
melaksanakan PPJB adalah agar PPJB tersebut sudah memenuhi muatan-muatan pokok yang harus
dicantumkan dalam PPJB dan telah memenuhi persyaratan penjualan
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antara Pembeli dan Developer yaitu Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, Perjanjian Jual Beli
tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014, dan Perjanjian Jual Beli
No.21/GV/X/2016 tertanggal 13 Juli 2016, ternyata tidak mencantumkan secara tertulis klausul tanggal
selesainya pembangunan rumah walaupun pada fakta di persidangan, dimana kesaksian yang diberikan
oleh Saksi Agasta Prima yang merupakan mantan pengawai Terbanding / Tergugat bahwa rumah milik
Pembeli akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan. 71 Walaupun demikian,
ternyata pada saat pemeriksaan setempat tanggal 10 Agutus 2017 dilakukan, bangunan rumah yang di beli
oleh Penggugat/Pembanding sudah jadi 100% dan sudah dapat ditempati. Sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa developer telah beritikad baik dan memenuhi prestasi dalam hal membangun rumah
yang telah dipesan oleh Penggugat, walaupun berdasarkan fakta hukumnya Penggugat baru membayar
uang muka sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dan marketing fee sebesar
Rp. 18.000.000,- (delapan
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,- (tiga juta rupiah) total Rp. 174.000.000 ( seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada
Developer/Tergugat, sedangkan sisanya jumlah Rp 428.500.000,- dan penambahan spek bangunan jumlah
Rp 20.243.000,- dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meskipun permohonan KPR ditolak oleh
Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Yogyakarta. Mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dimana Pembeli dalam gugatan dan permohonan bandingnya dalam perkara aquo menerangkan bahwa
pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak dapat dikabulkan oleh Bank Tabungan Negara
(BTN) Kantor Cabang Yogyakarta di karenakan tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan atas obyek aquo.
Dimana berdasrkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman dan Pasal kepemilikan IMB merupakan syarat mutlak untuk melakukan PPJB.
Berdasarkan fakta di persidangan dimana saksi Tri Agus Santoso menerangkan bahwa yang menjadi syarat
wajib atau 72 pokok diantaranya adalah harus ada fotocopy Sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sehingga seharusnya pada saat penandatangan PPJB tersebut, developer harus bisa membuktikan bahwa
atas obyek aquo sudah memiliki IMB, terlepas dari cara pembayaran melalui KPR atau tidak. Dalam hal ini
menurut Penulis, syarat untuk dimilikinya IMB dalam membangun suatu perumahan merupakan syarat
mutlak yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pengertian daripada Izin Mendirikan Bangunan merupakan
perizinan yang diberikan oleh Kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, sesuai
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan demikian cara untuk mendapatkan
IMB umumnya dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu: 1) Bank dapat menerima pengajuan Kredit
Kepemilikan Rumah (KPR) dari developer karena pihak bank hanya memberikan fasilitas pembiayaan atau
kredit kepada konsumen dengan berupa jaminan dan syarat-syarat. 2) Konsumen dalam hal ini pembeli
dapat melakukan komplain terhadap developer atas ketidakjujurannya dalam memyampaikan permasalahan
dalam penjualan rumah. Sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung dan juga Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, yang diseburkan bahwa, setiap orang yang ingin
mendirikan bangunan atau gedung harus memiliki Izin Mendirikan bangunan yang diberikan oleh 73
Pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin. Pasal 115 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2005
yang pada pokoknya menentukan bahwa “Pemilik rumah yang tak memiliki IMB bisa dikenakan sanksi
administrasi dan pasal 115 ayat (2) pemilik rumah atau gedung dapat mendapat sanksi pembongkaran
bangunan dan pasal 45 ayat (2) Pemilik rumah dapat diberikan sanksi berupa
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dikerjakan. Maka dengan demikian menurut penulis, dalam perkara aquo apabila Rania Melani selaku
Pembeli ingin menggugat developer pada Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman adalah berdasarkan
ketentuan perundang- undangan tentang Izin Mendirikan Bangunan dan peraturan perundang- undangan
tentang PPJB. Sehingga apabila developer telah melakukan pembohongan terhadap pembeli/konsumen
dalam penjualan rumah, dengan tidak menjelaskan duduk perkara dalam pembangunan rumah yang tidak
memiliki Izin membangun Rumah atau IMB. Maka sesuai devoloper dapat dituntut atau dilaporkan dengan
Pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (UUBG),
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002,
Pasal 45 ayat (2). Undang-undang bangunan rumah dan Gedung, karena telah membangun rumah/Gedung
tanpa mimiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Walapun Penggugat berdalih bahwa permohonan KPR tidak
dapat dikabulkan, namun apabila mendasar pada perjanjian tanggal 17 Juli 2014, 74 Pasal 6 menyebutkan
“Pihak Kedua sanggup membayar secara tunai kepada Pihak Pertama sejumlah nilai KPR yang
dimohonkan, apabila Pihak Perbankkan tidak menyetujui atau hanya memenuhi sebagian dari permohonan
kredit yang diajukan". Berdasarkan perjanjian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya
Penggugat membayar secara tunai kepada Tergugat karena permohonan KPR ditolak oleh Pihak Bank BTN
Kantor Cabang Yogyakarta. Begitu pula dengan perjanjian pada tanggal 9 September 2014, Pasal 6
menyebutkan " Pihak Kedua sanggup membayar secara tunai kepada Pihak Pertama sejumlah nilai KPR
yang dimohonkan, apabila Pihak Perbankkan tidak menyetujui atau hanya memenuhi sebagian dari
permohonan kredit yang diajukan". Berdasarkan perjanjian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
seharusnya Penggugat membayar secara tunai kepada Tergugat karena permohonan KPR ditolak oleh
Pihak Bank BTN Kantor Cabang Yogyakarta Bahwa dikarenakan dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3
Juni 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 09 September 2014,
dan Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 tertanggal 13 Juli 2016 yang dinyatakan oleh Pembeli dalam
gugatan dan memori bandingnya tidak memberikan klausul mengenai denda, sehingga Pembeli meminta
kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum terkait denda keterlembatan yang mendasar pada
perjanjian tertanggal 15 Desember 2015, yaitu sebesar Rp 548.275.000,- (
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), namun terhadap obyek pada perjanjian tertanggal 15 Desember 75 2015 developer sudah melaksanakan
perjanjian dan bangunan rumah tersebut sudah jadi. Disisi lain, Majelis Hakim berpendapat perjanjian
tertanggal 15 Desember 2015 berbeda dan tidak ada kaitannya dengan Keempat Perjanjian Jual Beli diatas
yaitu Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Juni 2014, Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juli 2014, Perjanjian Jual
Beli tertanggal 09 September 2014, dan Perjanjian Jual Beli No.21/GV/X/2016 tertanggal 13 Juli 2016.
Selanjutnya terkait petitum Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek aquo, dimana hal
tersebut tidak memungkinkan dilakukan penyitaan terhadap obyek aquo karena tidak adanya hubungan
hukum secara langsung antara Pembeli dengan Siti Adimurwani selaku Turut Tergugat dalam perkara aquo.
Walaupun tanah yang dipakai oleh developer untuk membangun Perumahan Griya Sidomulyo Asri tipe 110
rumah No. A1 terletak di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman yang saat ini secara
formil masih atas nama Siti Adimurwani. Dalam studi hukum pembuktian pada perkara perdata dikenal ada
dua macam sita yaitu sita terhadap benda milik penggugat dan sita terhadap barang milik tergugugat,
yaitu:60 Sita jaminan terhadap benda milik debitur dan sita jaminan terhadap bernda bergerak milik debitur.
Dalam kasus aquo, sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah terhadap tanah yang masih atas
nama Turut Tergugat/Turut Terbanding, namun penguasaannya kini adala pada developer Perumahan Griya
Sidomoyo Asri Sleman selaku Tergugat. Sita 60 M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata tentang
Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 285 76
jaminan terhadap benda milik penggugat sendiri dikenal ada dua macam yaitu sita revindikasi dan sita
marital.61 Adapun yang menjadi petitum dalam gugatan pembeli pada perkara aquo adalah agara Majelis
Hakim meletakan Sita revindikasi/revindicatoir beslag (Pasal 226 HIR dan 260 Rbg). Pengertian Sita
revindikasi adalah sita yang dimohonkan, baik secara tertulis atau lisan, oleh pemilik suatu benda bergerak
yang sedang dikuasai oleh tergugat atau pihak lain, melalui pengadilan negeri di tempat orang yang
menguasai benda tersebut tinggal. Tidak perlu dugaan alasan untuk dapat mengajukan permohonan sita
revindikasi bahwa seseorang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan
menggelapkan atau melarikan barang tersebut. Namun dalam hal ini eksekusi atas obyek aquo akan sulit
dilaksanakan karena secara formil tanah tersebut masih atas nama Siti Adimurwani selaku Turut
Tergugat/Turut Terbanding, dan juga tidak adanya hubungan hukum yang langsung antara Siti Adimurwani
dan Rania Melani selaku pembeli, Disisi lain sebagaimana dijelaskan oleh penulis bahwa pada saat
pemeriksaan setempat, obyek aquo telah selesai dibangun dan dapat ditempati, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa developer memiliki itikad baik untuk meneruskan pembangunan walau KPR ditolak oleh
Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Yogyakarta. Sehingga yang berkewajiban untuk memenuhi
prestasi adalah Rania Melani selaku pembeli/penggugat/pembanding, yang berdasarkan Pasal 6 Perjanjian
pada tanggal 9 September 2014 untuk melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan KPR yang
dimohonkan. 61 Muhammad Nasir, 2005, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, h. 89. 77 BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan 1. Konsep jual-beli unit perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU
No. 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa unit perumahan dapat dipasarkan dan
dilakukan penjualan saat sedang dalam proses pembangunan melalui sistem PPJB. Begitu juga perjanjian
antara developer Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman dan pembeli juga merupakan bentuk PPJB yang
sistemasisasi hukumnya tunduk pada ketentuan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI
No. 11/SKPTS/1988 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah .PPJB yang dibuat tersebut
merupakan perjanjian obligatoir, dimana baik developer maupun pembeli sama-sama mempunyai prestasi
yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam PPJB. Dalam kasus aquo, walaupun KPR yang
diajukan tidak diterima, tetapi developer meneruskan pembangunan, sedangkan Pembeli belum mampu
menyelesaikan kewajibannya untuk membayar lunas senilai KPR yang diajukan. Sehingga dalam hal ini
developer dapat meminta secara paksa terkait pemenuhan prestasi Pembeli. 2. Apabila salah satu pihak
tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dalam kasus aquo
didapati ternyata masing-masing pihak memiliki prestasi yang penting namun tidak atau 78 79 belum dapat
dipenuhi. Developer yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dalam mendirikan bangunan pada obyek
aquo merupakan suatu bentuk pelanggaran, karena IMB merupakan syarat utama dalam PPJB. Sedangkan
disisi lain, developer telah menyelesaikan pembangunan walaupun pembeli baru membayar uang muka dan
permohonan KPR yang ditolak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembeli seharusnya melunasi
kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai nilai KPR yang diajukan. B. Saran 1. Sebelum
melaksanakan PPJB, alangkah baiknya masing-masing pihak secara terbuka, terkait hal-hal apa saja yang
perlu dipersiapkan, termasuk bagi developer agar mematuhi persyaratan khusus dalam melakukan
pemasaran melalui sistem PPJB yang kemudian PPJB tersebut dilakukan di hadapan Notaris, agar para
pihak memahami eksistensi dan Notaris dapat menjelaskan secara sistem hukum agar PPJB tersebut
terlaksana sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. 2. Sebaiknya dalam kasus aquo, pembeli
melaporkan atau menuntut developer dalam hal tidak memiliki IMB atas bangunan yang sedang dibangun,
karena IMB merupakan salah satu persyaratan utama bagi developer untuk melakukan penjualan unit
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